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PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.14/MENLHK-II/2015 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PEMANFAATAN KAWASAN 
SILVOPASTURA PADA HUTAN PRODUKSI 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 
2008 telah ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan 
Nomor P.63/Menhut-II/2009 tentang Tata Cara 
Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan 
Silvopastura pada Hutan Produksi; 

b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 97 
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu, Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal mendapat pendelegasian atau 
pelimpahan wewenang dari Menteri teknis yang 
memiliki kewenangan perizinan yang merupakan 
urusan Pemerintah di bidang Penanaman Modal; 
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c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/Menhut-II/2014 
tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan 
dan Non Perizinan di bidang Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.1/Menhut-II/2015, IUPK-Silvopastura pada 
hutan produksi termasuk salah satu perizinan 
dibidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang 
didelegasikan kepada Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan 
untuk  meningkatkan daya saing dan perbaikan tata 
kelola kehutanan dalam rangka mengurangi ekonomi 
biaya tinggi sebagaimana hasil kajian Komisi 
Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang 
Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan 
Kawasan Silvopastura pada Hutan Produksi; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4725); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang 
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan 
Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang 
Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5285); 

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang 
Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri 
Kabinet Kerja Periode 2014-2019; 

7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 221); 

8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 17); 

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.33/Menhut-
II/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Kehutanan (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2012 Nomor 779); 

11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
Nomor P.97/Menhut-II/2014 tentang Pendelegasian 
Wewenang Pemberian Perizinan dan Non Perizinan di 
bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam 
Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
1992) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
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Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 
P.1/Menhut-II/2015 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 141); 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN TENTANG  TATA CARA PEMBERIAN IZIN 
USAHA PEMANFAATAN KAWASAN  SILVOPASTURA PADA 
HUTAN PRODUKSI. 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

Bagian Kesatu 

Pengertian 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan : 

1. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang 
tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat sosial dan 
manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi 
utamanya. 

2. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Silvopastura yang selanjutnya 
disingkat IUPK-Silvopastura adalah kegiatan kehutanan yang 
dikombinasikan secara proporsional dengan usaha peternakan di 
dalam kawasan hutan produksi yang meliputi pelepasliaran dan/atau 
pengandangan ternak dalam rangka pengelolaan hutan produksi 
lestari untuk mendukung program kedaulatan pangan. 

3. Izin Lingkungan yang selanjutnya disingkat IL adalah izin yang 
diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau 
kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan 
dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk 
memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. 

4. Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan 
Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL adalah 
pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang 
tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan 
bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha 
dan/atau kegiatan. 

5. Kesatuan Pengelolaan Hutan yang selanjutnya disebut KPH adalah 
wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya 
yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. 
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6. Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi yang selanjutnya disebut KPHP 
adalah KPH yang luas wilayahnya seluruh atau sebagian besar terdiri 
dari kawasan hutan produksi. 

7. Koperasi adalah koperasi masyarakat setempat yang bergerak di 
bidang usaha kehutanan atau peternakan. 

8. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah 
badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur dalam 
peraturan perundang-undangan. 

9. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia yang selanjutnya disingkat 
BUMSI adalah perseroan terbatas yang berbadan hukum Indonesia 
meskipun modalnya berasal dari investor atau modal asing yang dapat  

10. Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat 
BKPM adalah badan yang mendapatkan pendelegasian kewenangan 
penerbitan perizinan dan non perizinan di bidang lingkungan hidup 
dan kehutanan. 

11. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP 
adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses 
dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian 
produk pelayanan melalui satu pintu. 

12. Menteri adalah Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di 
bidang lingkungan hidup dan kehutanan. 

13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang pengelolaan hutan produksi lestari. 

14. Kepala Dinas Provinsi adalah kepala dinas yang diserahi tugas dan 
bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah provinsi. 

15. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah kepala dinas yang diserahi 
tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah 
kabupaten/kota. 

Bagian Kedua 

Maksud dan Tujuan 

Pasal 2 

(1) Maksud pengaturan pemberian IUPK-Silvopastura pada hutan 
produksi adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemanfaatan 
kawasan silvopastura pada hutan produksi untuk mendukung 
program kedaulatan pangan. 

(2) Tujuan pengaturan pemberian  IUPK-Silvopastura pada hutan 
produksi adalah untuk menjamin pengelolaan hutan lestari dengan 
menerapkan prinsip tata kelola yang baik. 
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